Posko Ganyang Korupsi didirikan Solmadapar di Bundaran Untan
Pontianak sejak, Selasa (6/12) juLianus o

EQuator

Kamis, 8 Desember 2011

PONTIANAK, Lemahnya pen-
anganan aparat penegak hukum
dalam memproses kasus korupsi
di Kalbar, sangat memprihatinkan.
Solidaritas Mahasiswa dan Pemu-
da Pengemban Amanat Rakyat
(Solmadapar) bereaksi memberi-
kan dorongan dengan mendirikan
Posko Ganyang Korupsi di Bunda-
ran Untan Pontianak. -

“Selama ini penanganan kasus-
kasus korupsi di Kalbar jalan di
tempat. Begitu juga vonis bagi ter-

sangka kasus korupsi yang tidak

wajar, ada kejanggalan, Karena
itu kita mencoba membangkitkan
semangat lawan korupsi dengan
mendirikan Posko Ganyang Ko-
rupsi,” kata Anton Prayogi, Sekjen
Solmadapar dijumpai Equator,

Rabu (7/12).

Posko yang didirikan sejak 6
Desember 2011 itu, kata dia,
rencananya akan dibuka selama
satu minggu. Aksi itu merupakan
agenda tahunan Solmadapar
sebagai simbol perlawanan ter-
hadap korupsi di Kalbar sekaligus
memperingati Hari Anti Korupsi.
“Bertepatan Hari Anti Korupsi
pada 9 Desember nanti, kita akan
menggelar aksi di Bundaran Un-

“tan juga,” ungkap Anton.

~ Posko itu juga, kata dia, me-
nerima pengaduan atau laporan
dari masyarakat terhadap indi-

 kasi kasus korupsi. “Kita juga me-

nerima laporan indikasi korupsi
dari masyarakat. Sampai saat ini
sudah ada laporan yang masuk,

Kasus korupsi di
Kalbar menumpuk
tak terselesaikan.
Penanganannya
hanya heboh di

_ awal, perlahan
| masuk peti es. Bena-
rkah para pelaku
hanya jadi bulan-
bulanan. Atau ini
hanya ‘permainan’
saja di internal
institusi tersebut.

 yakni kasus indikasi korupsi hasil

pemeriksaan BPK dan kasus ko-
rupsi lainnya,” jelas Anton tanpa
membeberkan satu persatu kasus
yang dilaporkan tersebut.
Namun, demikian, dirinya me-
maparkan kerugian daerah hasil
temuan BPK RI Perwakilan Kalbar

. sebesar Rp 156 miliar lebih, dan

U$D 11.709.282,89 dari 178
kasus yang menjadi temuan, ada
satu kasus yang sudah memiliki
kekuatan hukum tetap yaitu TP
Drs Rusli H Arief selaku eks ben-

-dahara proyek biro umum yang

sudah ada SKTJM sampai saat ini
proses hukumnya tidak jelas.

' “Masih banyak lagi kasus indi-
kasi korupsi yang sudah berada di
Kejaksaan maupun Polda Kalbar

tidak jelas penanganannya,” ung-
kap Anton.

Dia menambahkan, dari laporan
yang masuk ke Posko Ganyang
Korupsi, di Kalbar terdapat 68
kasus korupsi lama diangkat
kembali oleh Kejati. Lemahnya
kinerja kejaksaan karena keterba-
tasan sarana, prasarana dan dana
jadi alasan. ‘Ini membuktikan
penegak hukum di Kalbar malas
bekerja,” kata dia.

Ironisnya lagi, sambung Anton,
kasus tipikor yang melibatkan ok-
num kepala daerah tidak mampu
dibawa pada proses persidangan.
Padahal fakta hukum kepala
daerah terlibat dan dapat dijerat
sudah sangat terang. Belum lagi
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